GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban turut serta
melindungi, memelihara, serta membina keselamatan
bumi (hamemayu hayuning bawana) serta menjamin
hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat;

b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang
belum didukung oleh penggunaan teknologi ramah
lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan
sampah yang optimal, serta belum terciptanya budaya
pengelolaan sampah yang baik sehingga menyebabkan
peningkatan jumlah volume sampah di Daerah Istimewa
Yogyakarta;

c. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki
peraturan  perundang-undangan yang  mengatur
mengenai persampahan khususnya sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
sehingga untuk menjamin kepastian hukum perlu
diatur dalam sebuah Peraturan Daerah;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11
Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5347);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

11. Peraturan Daerah  Provinsi Daerah  Istimewa
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan
sampah.

Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan
sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota
masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam
yang berbentuk padat.

Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan
rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal
dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas
sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
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Timbulan Sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan
sampah.

Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

Produsen adalah pelaku usaha yang memroduksi barang yang
menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan
kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan
menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses
alam.

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaurulangan,
pengolahan, dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir
sampah.

Reduce, reuse, recylce, yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala
aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat
menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak
pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan
mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

Tempat Pengolah Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang
selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan
pengolahan.

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat
sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media
lingkungan.

Daur Ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna
menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan
usaha lainnya.

Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi,
adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada
masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut
maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup,
termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
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Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas
yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat
dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya
bagi lingkungan.

Izin Pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan
pengelolaan sampah.

Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul,
Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman,
dan Kota Yogyakarta.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya
menangani persampahan.

Pasal 2

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah
tangga dilakukan berdasarkan asas:

a.

o

o o o

=

e

=

harmoni, dan kelestarian lingkungan;
tanggung jawab;

berkelanjutan;

manfaat;

keadilan;

kesadaran;

kebersamaan;

kesehatan;

keamanan; dan

nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah

tangga bertujuan untuk:

a.
b.

C.

mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;
meningkatkan kualitas lingkungan, dan

meningkatkan kesehatan masyarakat.



